












 
 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
GORONTALO UTARA 

  NOMOR :   NOMOR 32 TAHUN 2022 

  TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN GORONTALO UTARA 

 

PERIZINAN BERUSAHA 

RISIKO RENDAH DAN RISIKO MENENGAH RENDAH 

ORANG PERSEORANGAN 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. NIK / e-KTP untuk pemohon WNI 

2. Nomor Paspor untuk pemohon WNA 

3. NPWP 

4. Email Pemohon 

5. Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif Pemohon 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

  
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

  

 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 30 Menit sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap; 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah Orang Perseorangan 
2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah Orang Perseorangan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat 

digunakan untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang 

melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat 

aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA dan Chatbot : 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgo ru t@gma i l . com   

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id/

 dpmptsp.gorutkab.go.id ) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp  Gorontalo Utara dan 

   Instagram :   @dpmptspgorut 

2. Alur Penanganan Pengaduan 

 

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan   aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara  langsung,  lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, 

selambat – lambatnya 5 hari kerja; 
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan 

koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1
. 

Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

 
2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan 

Mandiri dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing )  dan 

kursi tunggu sofa 

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 

4. Tempat penitipan Helm 

5. Tempat Charger HP 

6. Gerai pelayanan 

7. ATK 

8. Komputer dan Printer 

9. CCTV 

10. Jaringan Internet WIFI 
 
 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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  Fasilitas Pendukung 

1. Ruang Laktasi 

2. Tempat Bermain Anak 

3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan 

4. Mesin Antrian Elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area Merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet Umum dan Disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadam api ( APAR ) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan 

prinsip pelayanan yang prima 
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik 

dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk 

keamanan data; 

2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan 

kebenaran dokumen yang diterbitkan 

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada 

setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus 

dokumen perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) secara manual. 

 



 
 

PERIZINAN BERUSAHA 
RISIKO MENENGAH TINGGI DAN RISIKO TINGGI 

ORANG PERSEORANGAN 
 

 
Service Delivery 

 

1. Persyaratan 

 1. NIK / e-KTP untuk pemohon WNI 

2. Nomor Paspor untuk pemohon WNA 

3. NPWP 

4. Email Pemohon 

5. Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif Pemohon 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
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3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 3.360 Menit sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap; 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 1. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Orang Perseorangan 

2. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Orang Perseorangan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1.  Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat 

digunakan untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang 

melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat 

aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 
5) Email : dpmptspgo rut@gma i l . c om  

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id/

 dpmptsp.gorutkab.go.id ) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp  Gorontalo Utara dan 

  Instagram  :    @dpmptspgorut 

 
 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
 

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola       Tim   Pengguna Layanan 

menyampaikan   aduan  Pengaduan   Pengelola   
Menerima Jawaban 

secara  langsung,  lisan, Menerima Aduan  Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, selambat 

– lambatnya 5 hari kerja; 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan 

koordinasi antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

 

Manufacturing 
 

1

. 

Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan 
Mandiri dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing )  dan 

kursi t u n g g u  sofa 

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 

4. Tempat penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 

6. Gerai pelayanan 

7. ATK 

8. Komputer dan Printer 

9. CCTV 

10. Jaringan Internet WIFI 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 

4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin fotokopi 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadam api ( APAR ) 

 
3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 

 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
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7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan 

login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan 

data; 

2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan 

kebenaran dokumen yang diterbitkan 

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada 

setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 

perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) secara manual. 

 



 
 

PERIZINAN BERUSAHA 
RISIKO RENDAH DAN RISIKO MENENGAH RENDAH 

BADAN USAHA 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Akta Pendirian 

2. Akta Pengesahan (AHU) 

3. NIK / e-KTP Direktur 

4. Nomor Paspor untuk pemohon WNA 

5. NPWP Badan Usaha 

6. NPWP Direktur 

7. Email Badan Usaha 

8. Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif Pemohon 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Maksimal 60 Menit sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap; 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah ( Badan Usaha ) 

2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah ( Badan Usaha ) 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1.  Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat 

digunakan untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang 

melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat 

aduan secara tertulis 

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3. WA dan Chatbot 0852 9776 1614 

4. Telepon : 0852 9776 1614 

5. Email : dpmptspgo rut@gma i l . c om  

6. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id/

 dpmptsp.gorutkab.go.id ) 

7. Media Sosial : Facebook   : Dpmptsp Gorontalo Utara dan  

    Instagram :   @dpmptspgorut 

 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
 

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan   aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara  langsung,  lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2. Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, 

selambat – lambatnya 5 hari kerja; 
3. Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan 

koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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Manufacturing 
 

1

. 

Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
 

2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan 
Mandiri dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing )  dan 

kursi t u n g g u  sofa 

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 

5. Tempat Charger HP 

6. Gerai pelayanan 

7. ATK 

8. Komputer dan Printer 

9. CCTV 

10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 

4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadam api ( APAR ) 

 
3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 



 
 

 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik 

dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk 

keamanan data; 

2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan 

kebenaran dokumen yang diterbitkan 

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada 

setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus 

dokumen perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) secara manual. 

 



 
 

PERIZINAN BERUSAHA 

RISIKO MENENGAH TINGGI DAN RISIKO TINGGI 

BADAN USAHA 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Akta Pendirian 

2. Akta Pengesahan (AHU) 

3. NIK / e-KTP Direktur 

4. Nomor Paspor untuk pemohon WNA 

5. NPWP Badan Usaha 

6. NPWP Direktur 

7. Email Badan Usaha 

8. Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif 

 
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  

 
 

 



 
 

 

  

 
 
 

 



 
 

 

  

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

  

 
 

 

 
 

 



 
 

 

  
 

 
 
 
 

 



 
 

 

  

 
 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 9.600 Menit 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi ( Badan Usaha ) 
2. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi ( Badan Usaha ) 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1.  Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat 

digunakan untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang 

melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat 

aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com  
6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id/ 

dpmptsp.gorutkab.go.id ) 
7) Media Sosial : Facebook    :  Dpmptsp  Gorontalo Utara dan  

    Instagram  :  @dpmptspgorut 
 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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2. Alur Penanganan Pengaduan 

 

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan   aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara  langsung,  lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

  

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, 

selambat – lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan 

koordinasi antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

 

Manufacturing 
 

1

. 

Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha di Daerah 
 

2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan 

Mandiri dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing )  dan 

kursi t u n g g u  sofa 

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 

6. Gerai pelayanan 

7. ATK 

8. Komputer dan Printer 

9. CCTV 

10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 

4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 
13. Tabung pemadam api ( APAR ) 

 



 
 

 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik 

dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk 

keamanan data; 

2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan 

kebenaran dokumen yang diterbitkan 

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada 

setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus 

dokumen perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) secara manual. 

 



 
 

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN 
USAHA (PB-UMKU) KBLI TERKAIT 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Mengisi Form 

2. KTP 

3. NIB 

4. Akta Perusahaa dan AHU Online Jika Berbadan Hukum  

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Pb-Umku) 

Kbli Terkait 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN 
USAHA (PB-UMKU) SEMUA KBLI 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Mengisi Form 

2. KTP 

3. NIB 

4. Akta Perusahaa dan AHU Online Jika Berbadan Hukum  

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) 

KBLI Terkait 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

IZIN OPERASIONAL MELALUI APLIKASI SI CANTIK CLOUD 

(IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN) 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Mengisi Blanko Izin Praktek beserta Lampirannya 

2. Surat Permohonan 

3. Surat Pernyataan Pimpinan 

4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi 

5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi 

6. Salinan/ Fotocopy KTP 

7. Salinan/ Fotocopy NPWP 

8. Pasfoto Pemohon (3x4 atau 4x6, warna) 

9. STR (Surat Tanda Registrasi) 
 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loketpelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. ProdukPelayanan 

  

1. Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;  

2. Izin Praktek Bidan; 

3. Izin Praktek Perawat; 

4. Izin Praktek Apoteker; 

5. Izin praktek tenaga analis; 

6. Izin praktek tenaga teknis kefarmasian; 

7. Izin praktek rekam medik; 

8. Izin praktek perawat anastesi; 

9. Izin praktek perawat gigi; 

10. Izin praktek penyehat tradisional; 

 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 

LAYANAN 

 

PETUGAS 

FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 

PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

  
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

 
 

Manufacturing 
 

1. DasarHukum 

 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi 

Kesehatan;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Lingkungan;  

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional;  

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem 

Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;  

7. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Kesehatan 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 

dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 

4. Tempat Penitipan Helm 

5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 

4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musolah 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan,nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 

dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 

secara manual. 

 
 



 
 

IZIN RUMAH SAKIT 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Surat Permohonan Pemilik Rs Diatas Materai Rp. 10.000,- 

2. Foto Copy Ktp Pemilik 

3. Rekomendasi Operasional Dari Dinas Kesehatan Dan Bap Dari Dinas 
Kesehatan 

4. Sk Penetapan Kelas Dari Dinas Kesehatan 

5. Rekomendasi Penetapan Kelas/Berita Acara Pemeriksaan Penetapan 
Kelas Rs Dari Dinkes Provinsi 

6. Surat Pernyataan Dari Pemilik Bahwa Sanggup Mentaati Ketentuan Dan 

Peraturan Yang Berlaku Di Bidang Kesehatan Sertifikat 
7. Foto Copy Sertifikat Tanah 

8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (Imb) 

9. Foto Copy Akte Pendirian/ Akta Notaris Rumah Sakit 
10. Upl-Ukl-Amdal 

11. Foto Copy Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) (Dinas Perhubungan) 

12. Struktur Organisasi Rs 

13. Daftar Ketenagaan Medis, Paramedis, Dan Non Medis 
14. Data Direktur Rs: 

1. Ijazah 

2. Surat Penugasan 
3. Surat Pengangkatan Sebagai Direktur 

4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebagai Direktur & Penanggung 

jawab Rs ( Asli Bermaterai ) 

15. Data Kepegawaian Dokter 
1. Surat Penugasan 

2. Surat Izin Praktek (Sipd) 

3. Surat Pengangkatan Sebagai Tenaga Dokter Di Rs Dari Pemilik ( 

Untuk Tenaga Purna Waktu Dan Paruh Waktu ) 

16. Data Kepegawaian Fungsional 
1. Sipp (Perawat) 

2. Sipb (Bidan) 

3. Sipa (Apoteker) 

4. Sipr (Radiologi) 

17. Data Kepegawaian Teknis Administrasi 

1. Ijazah 

2. Sertifikat Jika Ada 

18. Hasil Pemeriksaan Air Minum ( Enam Bulan Terakhir ) 
19. Daftar Inventaris Medis, Penunjang Medis Dan Non Medis, Izin Alat Dan 

Sarana (Kalibrasi) 

20. Daftar Tarif Pelayanan Medik 
21. Denah (Denah Situasi, Denah Bangunan, Denah Jaringan Listrik, Denah 

Air Dan Air Limbah, Luas Bangunan Keseluruhan 

22. Profil Rumah Sakit 

23. Anda Lalin (Diatas 50 Tempat Tidur) 

 



 
 

2. Sistem, Mekanismedan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang di sediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Izin Rumah Sakit 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis di sampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepondantertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 harikerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi 
Kesehatan;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Lingkungan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional;  

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem 
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;  

7. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

8. Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Klasifikasi 
Rumah Sakit 

9. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Kesehatan 

 
2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 

dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan 

kursi tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer danPrinter 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
secara manual. 

 

 



  
 

IZIN PUSKESMAS 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Mengisi formulir isian permohonan Izin Operasional Puskesmas bermaterai 

Rp. 10.000,- 

2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;  
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);   

4. Dokumen SPPL untuk Puskesmas Rawat Jalan atau UKL-UPL untuk 

Puskesmas Rawat Inap;  
5. Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas;  

6. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan 

dikembangkan;  
7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, 

peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas 

yang mengajukan permohonan perpanjangan izin;  
8. Rekomendasi dari Dinas kesehatan atau Tim Teknis. 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugaspelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonanperizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 
permohonan ke petugas di loket pelayanan ( frontoffice) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Izin Puskesmas 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



  
 

 

 melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke KotakPengaduan; 

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email :dpmptspgorut@gmail.com 

6) Onlinemelalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook  :  DpmptspGorontalo Utara dan 

     Instagram :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
PenggunaLayanan PejabatPengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan  aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, MenerimaAduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dantertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, selambat – 

lambatnya 5 harikerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 harikerja; 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi 
Kesehatan;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Lingkungan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional;  

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem 
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;  

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat; 

8. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Kesehatan 

 
2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadam api ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
secara manual. 

 



 
 

IZIN OPERASIONAL MELALUI APLIKASI SI CANTIK CLOUD 

(IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN) 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Laboratorium 

bermeterai Rp. 10.000,-; 
2. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha); 

3. Fotokopi Izin Operasional Laboratorium Klinik dari Lembaga OSS; 

4. Fotocopi PBG; 
5. Fotokopi SPPL/Rekomendasi UKL-UPL; 

6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter 

Penanggung Jawab dilampiri surat pengangkatan/perjanjian kerjasama 
dan surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab hanya di 1 

(satu) sarana kesehatan saja; 

7. Izin Operasional Laboratorium Klinik sebelumnya apabila mengajukan 
perubahan/ perpanjangan; 

8. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang 

disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan diatas 
materai Rp 10.000,-; 

9. Rekomendasi dari Dinas kesehatan atau Tim Teknis. 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loketpelayanan ( frontoffice) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

 
3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 
 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email :dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi 
Kesehatan;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Lingkungan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional;  

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem 
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;  

7. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Kesehatan 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 
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 FasilitasPendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermainanak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. KompetensiPelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, 

transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. JaminanPelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. JaminanKeamanandanKeselamatanPelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan,nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. EvaluasiKinerjaPelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Surat Permohonan Pemilik diatas MATERAI Rp. 10.000,- 

2. Rekomendasi  Dinas Kesehatan 

3. Rekomendasi dari PMI Pusat 

4. Rekomendasi dari PMI Kab. Gorontalo Utara 
5. Struktur organisasi yang disyahkan PMI 

6. Daftar inventaris, ketenagaan dan prasarana 

7. Denah situasi dan bangunan 
8. Sarana rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang akan 

menggunakan darah, minimal 100 kantong darah per bulan. 

9. Perlengkapan seleksi donor (timbangan badan, tensi meter, kantong 
darah, alat periksa Hb, alat periksa golongan darah). 

10. Perlengkapan penyadap darah (tensi meter, tempat tidur, kantong darah, 

klem, tang khusus, antiseptik, plester). 

11. Perlengkapan penyimpanan darah (bank darah, lemari pendingin, peti 
pendingin darah). 

12. Perlengkapan laboratorium periksa darah (microskop lengkap incubator 

dan atau waterbath, sentrifuge, tabung gelkasnya, pipet pasteur, botol 
semprot, gelas untuk cairan pembilas, botol-botol kecil, viewing box, 

peralatan untuk memeriksa hepatitis B, sifilis, HIV dan penyakit lainnya 

lengkap dengan serum dan reagensinya, transfer fack dan plasma 

extractor) 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan ke petugas di loket pelayanan ( frontoffice) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 7(hari) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Izin Unit Transfusi Darah 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook    :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram   :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur PenangananPengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan  aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi 

Darah, Bank Darah RS dan Jejaring Pelayanan Trasnfusi Darah  
3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah  

4. Peraturan PemerintahNo. 65 tahun 2005 tentang PedomanÂ  Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

5. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kesehatan 

2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadam api ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
secara manual. 

 

 

 



 
 

IZIN OPERASIONAL MELALUI APLIKASI SI CANTIK CLOUD 

(IZIN OPERASIONAL OPTIK (OPTIKAL)) 

 

Service Delivery 
  

1. Persyaratan 
 1. Surat Permohonan Pemilik diatas MATERAI Rp. 10.000,- 

2. Scan PetaLokasi 

3. SIP Refraksionis Optisien (RO)  
4. Scan KTP Pemohon 

5. Scan Surat Perjanjian Pemilik Sarana Dengan Refraksionis Optisien 

6. Scan rekomendasi dari IROPIN dan GAPOPIN  
7. Denah Ruangan 

8. Scan Daftar Pegawai dan Fungsinya 

9. Daftar Kelengkapan Peralatan 

10. Surat Pernyataan Kesediaan Refraksionis Optisien Sebagai Penanggung 
Jawab (bermaterei10.000) 

11. Scan IMB/Bukti Kepemilikan Bangunan atau Surat Perjanjian Kontrak 

12. Scan Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir 
13. Scan Surat Kerjasama Dari Laboratorium Optik Tempat Pemprosesan 

Lensa, Bila Optik Tidak Memiliki Laboratorium Sendiri (Tentatif)  

14. NPWPD (Tentatif)  
15. Scan Akte Pendirian Badan Hukum Bagi Optik Yang Berbadan Hukum 

(opsional)  

16. Rekomendasi Dinas Kesehatan 

 
 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapat kan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( frontoffice) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Izin Operasional Optik (Optikal) 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email :dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
PenggunaLayanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikanaduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secaralangsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepondantertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1424/MENKES/SK/XI/2002 mengenai pedoman dalam menyelenggarakan 

optikal.  

2. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Kesehatan 

2. Sarana, Prasaranadan / atauFasilitas 

 Saranadan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendinginudara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermainanak 

3. Ruangkonsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. JaminanPelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. JaminanKeamanandanKeselamatanPelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan,nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. EvaluasiKinerjaPelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 

 
 



 
 

IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN 
 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Formulir Permohonan 

2. Fotocopy KTP dan NPWP  

3. PasFoto 4x6 (2 Lembar) 

4. Fotocopy Ijazah Dokter Hewan 

5. Foptocopy Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan 

6. Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (PDHI cabang) 

7. Surat Keterangan Sehat 

8. Fotocopy Sumpah Dokter Hewan 

9. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dinas yang membidangi 
Pertanian/Peternakan 

10. Fotocopy surat keterangan pemenuhan tempat praktik. 

 

 

 
2. Sistem, Mekanis medan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai diproses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Izin Praktik Dokter Hewan 
 

 

 
 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis : 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  DpmptspGorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 

 

 

 

 

PENGGUNA 
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PETUGAS 
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2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 harikerja; 
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang OtoritasVeteriner; 

4. Peraturan PemerintahNomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa 

Medik Veteriner; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 

teentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PerizinanTerpadu di Daerah; 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 

36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan 

Penerapan Standar Pelayanan 

 
2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 

dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendinginudara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet WIFI 

 



 
 

 

 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadam api ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis mengenai 

perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. Dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 
6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, tanggal 

serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 

perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

secara manual. 

 



 
 

IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER 
 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Surat Permohonan 

2. Fotocopy KTP dan NPWP  

3. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (2 Lembar) 

4. Fotocopy Ijazah Pendidikan Minimal SMK Kejuruan Kesehatan Hewan 

5. Foptocopy Sertifikat Kompetensi dibidang kesehatan hewan yang diterbitkan 
oleh lembaga sertifikasi profesi. 

6. Surat Rekomendasi dari Paramedik Veteriner dibawah binaan organisasi 
profesi kedokteran hewan Indonesia (Jika Ada) 

7. PertimbanganTeknis/Rekomendasi Dinas yang membidangi 
Pertanian/Peternakan 

8. Fotocopy surat keterangan pemenuhan tempat praktik. 

 
2. Sistem, Mekanis medan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. ProdukPelayanan 

 1. Izin Praktik Paramedik Veteriner 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 
melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis : 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 
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2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 harikerja; 

 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa 

Medik Veteriner; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 

teentang StandarKegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasidan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 

36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan 

Penerapan Standar Pelayanan 

 
2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet WIFI 



 
 

 

 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 

13. Tabung pemadam api ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. Dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 

perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

secara manual. 

 



 
 

IZIN PRAKTIK PEMERIKSA KEBUNTINGAN (PKB) 
 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 
3. Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 2 ( dua ) 

lembar 

4. Fotocopy Ijazah Diploma Kesehatan Hewan, atau Ijazah sekolah kejuruan 
kesehatan hewan 

5. Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter Hewan 

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner 
Indonesia Setempat (jika ada) 

7. Fotocopy Sertifikat Kompetensi di bidang Pemeriksa Kebuntingan yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi 

8. Fotocopy SIPP Inseminator (Jika ada) 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( frontoffice) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai diproses, pemohon dapat 
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Izin Praktik Pemeriksa Kebuntingan (PKB) 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis : 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 
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Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa 

Medik Veteriner; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 
teentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biro krasi Nomor 
36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan 

Penerapan Standar Pelayanan 

 
2. Sarana, Prasaranadan / atauFasilitas 

 Saranadan Prasarana 
1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 

dan pendingin udara ( AC Split ) 
2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 
3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 
7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet WIFI 

  
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

Pengguna Layanan 
Layanan 

menyampaikan aduan, 
Jawaban secara  
langsung,  lisan 

telepon dan tertulis.

Pejabat 
PengelolaPengaduan 

Menerima Aduan

Tim pengelola 
pengaduan

Pengguna menerima 
pengaduan



 
 

 

 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 
13. Tabung pemadam api ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. Dilaksanakan secara kontinyu 

 
5. Jumlah Pelaksana 

 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 

perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

secara manual. 

 



 
 

 IZIN PRAKTIK PETUGAS INSEMINASI BUATAN (IB) 
  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 
3. Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 2 ( dua ) 

lembar 

4. Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter Hewan 
5. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner 

Indonesia Setempat (jika ada) 

6. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh 
lembaga terakreditasi. 

7. Fotocopy SIPP Inseminator (Jika ada) 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 

 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( frontoffice) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai diproses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) Hari Kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Izin Praktik Petugas Inseminasi Buatan (Ib) 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis : 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/


 
 

 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa 

Medik Veteriner; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 
teentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasidan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 
36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan 

Penerapan Standar Pelayanan 

 
2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas 

 Saranadan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 

dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet WIFI 

 

  
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

Pengguna Layanan 
Layanan 

menyampaikan aduan, 
Jawaban secara  
langsung,  lisan 

telepon dan tertulis.

Pejabat 
PengelolaPengaduan 

Menerima Aduan

Tim pengelola 
pengaduan

Pengguna menerima 
pengaduan



 
 

 

 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursi roda 

12. Genset 
13. Tabung pemadam api ( APAR) 

3. KompetensiPelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. Dilaksanakan secara kontinyu 

5. Jumlah Pelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. EvaluasiKinerjaPelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 

perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

secara manual. 

 



 
 

SURAT KETERANGAN 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Fotocopy KTP pemohon/direksi 

2. Surat Permohonan 

3. Fotocopy dokumen Lingkungan UKL UPL/AMDAL 
4. Fotocopy PBG 

5. Surat keterangan Kepala Desa mengetahui Camat. 

6. Denah lokasi yang diajukan. 

 
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 3 (Tiga) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Surat Keterangan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 

LAYANAN 

 

PETUGAS 

FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

5. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan 
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI 
PERSEORANGAN 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang 

ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP 

Kabupaten Gorontalo Utara dan ditandatangani oleh peneliti 

perseorangan (Warga Negara Indonesia) dengan diketahui oleh 

lurah/kepala desa tempat domisili peneliti; 

2. Fotokopi KTP peneliti perseorangan; 

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) 

lembar; 

4. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat 

latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka 

waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, 

metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan 

dari penelitian 

5. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pernyataan bertanggung 

jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Perseorangan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 
 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan 
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/


 
 

 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI 
LEMBAGA PENDIDIKAN/PERGURUAN TINGGI ATAU 

KELOMPOK 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang 

ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP 

Kabupaten Gorontalo Utara dan ditandatangani oleh peneliti 

perseorangan (Warga Negara Indonesia) dengan diketahui oleh 

lurah/kepala desa tempat domisili peneliti; 

2. Fotokopi KTP peneliti perseorangan; 

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) 

lembar; 

4. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat 

latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka 

waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, 

metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan 

dari penelitian 

5. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pernyataan bertanggung 

jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Surat Keterangan Penelitian (Skp) Bagi Peneliti Lembaga 

Pendidikan/Perguruan Tinggi Atau Kelompok 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan 
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/


 
 

 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI 
BADAN USAHA 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan 

kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo 

Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari 

badan usaha;  

2. Fotokopi KTP Ketua Tim;  

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) lembar;  

4. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha;  

5. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat latar belakang, 

maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, 

sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang 

diharapkan dari penelitian;  

6. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pernyataan bertanggungjawab terhadap 

keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan. 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Badan Usaha 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 
 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan 
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/


 
 

 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TIDAK BERBADAN HUKUM 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan 

kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo 

Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari 

organisasi kemasyarakatan;  

2. Fotokopi KTP Ketua Tim;  

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) lembar;  

4. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, bagi organisasi kemasyarakatan tidak 

berbadan hukum;  

5. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat latar belakang, 

maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, 

sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang 

diharapkan dari penelitian;  

6. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pernyataan bertanggungjawab terhadap 

keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan. 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Organisasi 

Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan 
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan 

kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo 

Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari 

organisasi kemasyarakatan;  

2. Fotokopi KTP Ketua Tim;  

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) lembar;  

4. Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum, bagi organisasi kemasyarakatan 

berbadan hukum;  

5. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat latar belakang, 

maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, 

sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang 

diharapkan dari penelitian;  

6. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pernyataan bertanggungjawab terhadap 

keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan. 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Organisasi 

Kemasyarakatan Berbadan Hukum 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan 
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI 
MAHASISWA UNTUK PENGAMBILAN DATA AWAL ATAU 

TUGAS AKHIR 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan 

kepada Bupati Gorontalo Utara Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo 

Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari 

lembaga pendidikan/perguruan tinggi. SKP ini diperuntukan bagi peneliti 

mahasiswa sampai dengan S2; 

2. Fotokopi KTP dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM); 

3. Pasfoto berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 lembar;  

4. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pernyataan bertanggungjawab terhadap 

keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan. 

 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Mahasiswa Untuk 

Pengambilan Data Awal Atau Tugas Akhir 

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan 
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

IZIN PEIL BANJIR 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Fotocopy KTP pemohon/direksi 

2. Surat Permohonan 

3. Foto copy dokumen Lingkungan UKL UPL/AMDAL 
4. Data ukur elevasi rencana pembangunan perumahan 

5. Kajian Teknis Sistem Drainase (Peil Banjir) 

6. Soft copy rencana site plan 
7. Gambar rencana drainase 

8. Foto copy sertifikat sesuai lahan yang dikuasai oleh developer/pemohon 

9. Surat keterangan Kepala Desa bila limpasan air dari kawasan perumahan 
memakai saluran desa 

10. Denah dan peta lokasi yang diajukan 

11. Foto lokasi dan saluran sekitar 

 
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Izin Peil Banjir 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, 

transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

IZIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Mengisi Form 

2. Nomor Persetujuan 

3. Tanggal Persetujuan 

4. Menyampaikan tautan/link dokumen  persetujuan lingkungan 

5. Judul persetujuan 

6. Status 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 
4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Izin Persetujuan Lingkungan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT 
LAIK FUNGSI (SLF) DAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN 

BANGUNAN GEDUNG (SKBG) MELALUI APLIKASI SI CANTIK 
CLOUD 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan tertulis dari perusahaan/mengisi formulir permohonan di 

atas kertas bermaterai 10.000 

2. fotokopi KTP pemohon; 

3. Gambar Bangunan 

4. SKTR bagi non berusaha dan/atau PKKPR bagi Berusaha 

5. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

6. Berita Acara Pemeriksaan PUPR 

7. Bukti Pembayaran Retribusi 

8. Spesifikasi Teknis 
9. Lisensi Konsultan Bagi Berusaha 

10. Sertifikat Tanah 

11. Peil Banjir 

12. Dokumen Lingkungan 
 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 
 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook  :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram :  @dpmptspgorut 

 

2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 

dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet WIFI 

 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/


 
 

 

 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
secara manual. 

 

 



 
  

IZIN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN 
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. KTP 
2. Akta Perusahaa dan AHU Online Jika Berbadan Hukum 

3. Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan 
4. Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(PKKPR) Berusaha 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
  

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN 
RUANG (PKKPR) NONBERUSAHA 

 

Service Delivery  
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan tertulis dari perusahaan/mengisi formulir permohonan di atas 

kertas bermaterai 10.000

2. fotokopi KTP pemohon;

3. SKTR

4. PERTEK

5. Rekom Pertanian

6. Sertifikat Tanah

7. Surat Keterangan tidak dalam sengketa



2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 
pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 
4. Biaya/ Tarif 

 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 

Nonberusaha 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 
Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 
13. Tabung pemadamapi ( APAR) 
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3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 



 
 

IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT) 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Permohonan perizinan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati 

Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo Utara; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik sertifikat tanah; 

3. Surat kuasa ditandatangani pemilik sertifikat, bermaterai disertai KTP yang 

dikuasakan, apabila pengurusan administrasi di kuasakan; 

4. Surat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian, terkait 

persetujuan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi pekarangan/pemukiman; 

5. Surat keterangan/pertimbangan teknis kesesuaian lokasi kegiatan dengan 

rencana tata dan ketentuan peraturan perundangan terkait pemanfaatan 

ruang; 

6. Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah; 

7. Fotokopi Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, tahun berjalan. 

8. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan 

Pemanfaatan Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 
 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 

mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 

LAYANAN 

 

PETUGAS 

FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 

DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 

4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 

 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

5. 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 

dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 

4. Tempat Penitipan Helm 

5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 

4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, 

transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. 

 
4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 

dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 

secara manual. 

 
 



 
 

 

REKOMENDASI DISTRIBUTOR PENYALUR PUPUK 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 1. Surat Permohonan Rekomendasi Distributor/ Penyalur Pupuk dari 

Kecamatan 

2. Rekomendasi Dinas Pertanian 

3. Foto copy KTP Pemohon (Pimpinan Perusahaan) 

4. Foto copy Akte Pendirian CV (untuk distributor) 

5. Fotocopy NPWP Pemohon 

6. Foto copy Daftar Alat Angkut (untuk distributor) 

7. Pasfoto Pemohon ( ukuran 3 x 4 ) 3 lembar 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Pengguna PetugasFront Menerima 

Layanan Office Dokumen 

Perizinan 

 
 

1. Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan 

formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan 

permohonan perizinan 

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas 

permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office) 

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat 
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket 

pelayanan 

 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 
 Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan 

lengkap; 

4. Biaya/ Tarif 
 Rp 0,- / Gratis 

5. Produk Pelayanan 

  

1. Rekomendasi Distributor Penyalur Pupuk 

6. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan 

 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain 

 

PENGGUNA 
LAYANAN 

 

PETUGAS 
FRONT 
OFFICE 

 

MENERIMA 
DOKUMEN 
PERIZINAN 

 



 
 

 

 

 Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) WA danChatbot 0852 9776 1614 
4) Telepon : 0852 9776 1614 

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com 

6) Online melalui website SP4N-LAPOR! 

(www.lapor.go.id/dpmptsp.gorutkab.go.id) 

7) Media Sosial : Facebook   :  Dpmptsp Gorontalo Utara dan 

     Instagram  :  @dpmptspgorut 

 
2. Alur Penanganan Pengaduan 

 
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola  Tim  Pengguna Layanan 

menyampaikan aduan  Pengaduan Pengelola 
Menerima Jawaban 

secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pengaduan   
Pengaduan 

telepon dan tertulis 

 
 

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam; 

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat – 

lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi 
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja; 

 
 
 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasik Risiko 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M- DAG/PER/6/2008 tentang 

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 

5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 07/M- DAG/PER/2/2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/ PER/ 
6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 / M-
DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian 

2. Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas 

 Sarana dan Prasarana 

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri 
dan pendingin udara ( AC Split ) 

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi 

tunggu sofa 

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat 
4. Tempat Penitipan Helm 
5. Tempat Charger HP 
6. Gerai pelayanan 

7. ATK 
8. Komputer dan Printer 
9. CCTV 
10. Jaringan Internet 

 

mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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 Fasilitas Pendukung 

1. Ruang laktasi 

2. Tempat bermain anak 

3. Ruang konsultasi dan pengaduan 
4. Mesin antrian elektronik 

5. Televisi 

6. Musola 

7. Kantin 

8. Area merokok 

9. Mesin Fotocopy 

10. Toilet umum dan disabilitas 

11. Kursiroda 

12. Genset 

13. Tabung pemadamapi ( APAR) 

3. Kompetensi Pelaksana 

 1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis 

mengenai perizinan 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait 

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan, 

efisien, efektif, dan akuntabel. 

 

4. Pengawasan Internal 

 1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 
2. dilaksanakan secara kontinyu 

5. JumlahPelaksana 
 Dua Belas (12) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan yang prima 

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, 

tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya. 

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas 
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap 

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu 

pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan 

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen 
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) 
secara manual. 

 

 


